WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peratur%

Menter1 Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang
Pendelegasian Kewenangan  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha, Perizinan dan Nornperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Gorontalo;

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:r 4060;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Indonesia 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Indonesia 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

10. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor S5,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  WALI KOTA  GORONTALO  TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARM}N
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daereh Kota adalah Daerah Kota Gorontalo.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk

pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.
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Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan
Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap
permohonan sampai dengan terbitnya cokumen yang dilakukan secara

terpacu dalam satu pintu.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang
selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi

penanaman modal.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha

berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha

untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatarinya.

Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB IUMKU) adalah
legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan

usahae.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB acdalah identitas
pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha

melakukan pendaftaran.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya

sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan
|

pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pengewasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha vyang
dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk
meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik
dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha

sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
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16. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan

RTRW.

17. Persetujuan Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya
disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian anta[‘a

rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW selain RDTR.

18. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup
atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah
mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah

daerah.

19. Persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah
perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubah, memgperluas, mengurangi, dan/atau
merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan

gedung.

20. Sertifikat laik fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang
diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi

bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

21. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah

pusat.

Pasal 2

Maksud Feraturan Wali Kota ini untuk memberikan kemudahan berusaha
yang didukung dengan pemberian pelayanan perizinan berusaha, Perizinan
dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana,

terjangkau, profesional serta berintegritas.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota Gorontalo ini bertujuan :

a. memberikan kepastian hukum dalarn berusaha, menjaga kualitas
perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan yang dapat
diperranggungjawabkan;

b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan
perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan termasuk

penandatanganan secara digital maupun manual;
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(1)

(2)

(1)
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memberikan landasan hukum kepada kepala DPMPTSP dalam
penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan yang

menjadi kewenangannya.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 4

Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinai,n

Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Pendelegasian kewenangan oleh wali kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. periyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan
Peranerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

b. periyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan
Peraerintah Pusat yang dilimpahkan kepada wali kota berdasarkan

asas tugas pembantuan.

Perizinan dan nonperizinan dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sistem
yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerntah Daerah

sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizirian dan Nonperizinan, DPMPTSP
bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab
teknis berada pada perangkat daerah terkait.

Pengawasan dan evaluasi setelah terbitriya Perizinan dan Nonperizinan
dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan pendelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. data perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang

diterbitkan; dan
b. kendala dan solusi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota
Gorontalo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan

dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Sztu Pintu Kota Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Julil 2022
WALI KOTA GORONTAL-O,{/

Diundangankan di Gorontalo
pada tanggal 28 Juli 2022
SEKRETARIS D H KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 21.
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